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BUPAT] SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR &S TAHUN 2012
TENTANG

N ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG

N NAMA DAN KODE REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI SINTANG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa 77 ayat (12) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusur.\
nama dan kode rekening yang sesuai dengan kebutuhan obyektif
dan nyata sesuai karalkteristik daerah:

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Ne

: . gara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang I‘emcriks;_mn‘

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemb
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400y,

aran
Tambahan

6. Umlang-Und;nw .



Ly abat

(N

. Undang-Undap .
Perencanaan F-*g Nomor 25 Tahun 2004 tentang SlStC"‘E
publl

emb e .
Indonesia Tahyp "Bufan Nasional (Lembaran Negara R€ egara

; 2004 N
Republik Indonesig Nomo?rzg 11}04, Tambahan Lembaran

1]

Daerah (LembarganNOmOT 32 Tahun 2004 tentang Pemermtaha:)‘;
125, Tambahanp Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomof
4437), sebagaim Lembaran Negara Republik IndoneSi.a o
e, ot ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Republik 1 8 Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar2
ndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |

' ;{J:S:nng;gn:ang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaﬂgarr‘1

(Lembagr - Nntau-a Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daer‘2a6

Tambah €gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 ’
an L,embara” Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

- Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576];

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578),;

_ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Laporan
Keuangan Dan Pengawasan F"enyclengggraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik lndoncsng Tahun 2006 Nomar
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomgey

4614);
16. Peraturan
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16. Peraturan Pemep: :
Urusan P’”'“lcri(,: t1’nltah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Provinsi Dan Peni;:l'n Antary Pemerintah, Pemcerintahan D;.wraaljl’l
Negara Republik | Intahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar

Lembaran Negarg Rndone.sia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
€publik Indonesia Nomor 4737);

17. P : ’
P:E;‘gii l;e;ne”mah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas
2007 Nomor Se(;ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu'n
N » Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid

omor 4741) g P

.
’

18. Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kalj - )
. terakhir d Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201 1- Shgan Feratucan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006

t?ntang Pquelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor. 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
2);

]

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN NAMA DAN KODE
REKENING PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

| Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintah
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Pemerintah D
aerah _
unsur Denyelenggarai;alpah Bupau dan perangkat daerah sebagal
€merintahan Daerah.

Kepala D
aerah adalap Bupati sint
ang.
Sckretaris Dy,
€ra
h adatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
gan uang

kekayaan yan b
tersebut. & berhuby

termasuk didalamnya scgala bentuk
ngan dengan hak dan kewajiban daerah

Pengelolaan Keuan
meliputi perencan
pertanggungjawab

8an Daerah adalah keseluruhan kegiatan yans
aan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
an, dan pengawasan keuangan daerah.

:;ggDar:(rl}aJPendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

; ah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
e dlbahas. dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Urus.an‘ Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
nlenjaQL hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dgn mensejahterakan masyarakat.

Organisasi adalah unsur pefnerintahan daerah yang terdiri dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkal Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah dacrah sclaku

pengguna anggaran/barang.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur

sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilgksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

mber daya baik yang berupa personal

tindakan pengerahan su

(sumber daya manusia), barang mod?J termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua
jenis sur,nber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

ah uang yang masuk ke Kas Dacrah.

Penerimaan Daerah adal

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
en ‘

15. Pendapatan
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15. Pendapatan ‘Da

16.

17;

(1)

(1)

(4)

. er : i
sebagai penamt,a;m adalah hak pemerintah daerah yang diakt
nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan
) aerah
dibayar ker’nba]ir adalah semua penerimaan yans perlu

kembali, baik dan/atay pengeluaran yang akan diterima
pada tahun-t Pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
“tahun anggaran berikutnya.

& : .
usunan klasifikasi Penganggaran APBD terdiri dari -
Urusan Pemerintahan;

Organiasi;
Program dan Kegiatan;
Akun Keuangan;

Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek.

ppo T

Susunan Klasifikasi penganggaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihimpun menjadi satu kesatuan nama dan kode
anggaran yang disebut nama dan kode rekening.

Pasal 3

Rincian nama dan kode rekening dalam APBD memuat susunan

sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan
dacrah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyck
pendapatan; . "

h. Belanja Daerah, dirinci menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyck

belanja;

Pembiayaan Dacrah, dirinct menurul urusan pemerintahan

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek

pembiayaan;

Susunan nama dan kode rekening sebagaimana dimaksud pada
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V

ayat (1 ; ;
i tuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dan merupakan satu ke's_a
dari Peraturan Bupati int

mengusulkan nama dan kode rekening kepada Tim
intah Daerah (TAPD) diluar nama dan kode
ah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
Kan dalam penyusunan RKA-SKPD.

SKPD dapat
Anggaran Pemer
rekening yang tel
sepanjang dibutuh

ama dan kode rekening  dilakukan  dengan
kening sclanjutnya dan tidak diperkenankan
de rekening yang telah ada.

Penambahan n
menambah kode ré g
mengganti nama dan Ko

Pasal 4



\/

gpkan di Sintang

BAB 111
f KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5§

Peraturan Bﬁpati ini mulai berlaky sejak diundangkan.

an
; ngundang
Agar setiap; orang mengetahuinya, memerintahkan }]jaeerigta S
Peraturan Bupati inj dengan penempatannya dalam

Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang




